SALINAN

WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan
Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota
Tarakan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini,
sehingga perlu diubabh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota
Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan
Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di
Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3711);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
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12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan
dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 4444);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023
tentang  Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 499);

14. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 41 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan
Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan
Pemerintah Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan
Tahun 2020 Nomor 334);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN
PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TARAKAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 41
Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan
Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah
Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020
Nomor 334) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni
angka 12, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
PenyelenggaraPemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.

4. Inspektur adalah Inspektur Kota Tarakan.



5. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat
TPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001.

6. Pelapor perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana
Korupsi yang selanjutnya disebut Whistleblower
adalah orang yang melaporkan dugaan Tindak Pidana
Korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya
bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki
akses informasi yang memadai atas terjadinya
indikasi Tindak Pidana Korupsi tersebut.

7.  Whistleblowing System adalah mekanisme
penyampaian pengaduan dugaan TPK yang telah
terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang
melibatkan pegawaidan orang lain yang berkaitan
dengan TPK yang dilakukan di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

8. Tim Penerima Pengaduan adalah Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai
tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan
dari whistleblower, menyelidiki, memproses dan
menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada
Wali Kota.

9. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus adalah laporan
yang Dberisi tentang pelaksanaan dan |Thasil
pemeriksaan yang disusun oleh tim pemeriksa secara
jelas serta sesuai dengan ruang lingkupdan tujuan
pemeriksaan.

10. Tim Pemeriksa adalah tim yang ditugaskan oleh
Inspektur untuk melakukan pemeriksaan khusus
berdasarkan laporan yang diterima.

11. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan terhadap
indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai
Pemerintah Kota Tarakan berdasarkan pengaduan.

12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja
pada instansi Pemerintah Daerah.

Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

(1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan
terhadap kerahasiaan laporan dan kerahasiaan
identitas Whistleblower.

(2) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan
terhadap karier Whistleblower yang berstatus ASN.

(3) ASN yang mengetahui terjadinya pelanggaran yang
merugikan  keuangan negara dan = Daerah
berkewajiban melaporkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 21 Oktober 2025

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 21 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,
ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025 NOMOR 652

aliran-sesuai dengan aslinya
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